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MOTTO

“WAHAL MANUSIA, SESUNGGUHNYA KAMU BEKERJA KERAS
DENGAN BENAR-BENAR UNTUK (MENUIU) KEPADA TUHANMU
LALU KAMU AKAN MENEMUINYA™

( Terjemahan QS Al Insvigaag - 25)

Sumber: Terjemahan Juz' amma 1979, hal, 74
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ABSTRAKSI

Undang-Undang Ne 22 whun 1999 tentang Pemerintah Daerah
diterbutkan berdasarkan tuntutan masyarakat akan perunya mengatur dinnva
sendiri, yvang merupakan dampak negatif dan sistem Sentralisasi semasa Orde
Baru  Salah  satu  twuan  dibentuknys  undang-undang  tersebut  vaitu
mengupayakan pemberdayaan masyarakal secam terorganisir

Hul yang kemudian menank untuk dibahas vaiu kehadiran lembaga baru
ditingkatl Desa ataupun Kelurahan, vaitu Lembaga Pemberdavaan masyvarakai
Desa/Kelurahan  (LPPMIVLPMK) scbagar  lembapa pengganli  Lembaga
Ketahanan Masvarakat Desa (LKMD) vang dianggap gagal dalam melaksanakan
fungsi dan perannya kepada masyarakat Kehadiran lembaga ini berfungsi
sebagm lembaga perencana, pelaksana dan pengendali pembangunan pada
ungkat paling bawah vaitu Desa atau Kelurahan, demi mewujudkan masvaraka
Indonesia adil dan makmur seperti vang diamanatkan dalam Mukadimah UL
| 045,

Namun demikian, pembentukan [ PMDVEPME harus disesuaikan kondisi
sostal, budaya, ckonomu dan polink masyarakat setempat, karena pada sctiap
daerah mempunval karakter vang berbeda. Umntuk itulah dalam melaksanakan
fungsi dan perannya LPMIYLPMK sehsrusnva tetap mendasarkan pada
peraturan hukum yang ada dan lebih mengutamakan kepentingan warga
masyarakainya. Disamping ity hubungan kerja vang saling menguntungkan
antara LPMIVLPME dengan berbagai pihak yvang terkait diharapkan mampu
membawa perubahan kearah vang lebih baik, schingga hal-hal yang berkaitan
dengan  pembangunan  dapat  terlaksana secara berdava puna  dan
berkesinambungan,
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PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belskang

Sistemn  pemermtahan Nepam kesatuan  Republik  Indonesia (KKRI
menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan pada daerah untuk
menvelenggurakan Chonomi Doerah. Hal imi dapat kit lihat pada  salah sam
ketentuan dalam Undang-Lindang Dasar 1945 (sebelum diamandemen) vaitu pasal

I8 vang menvatakan hahwa pembapan daerah Indonesia atas daerah besar dan

keetl, dengan bentuk dan susunan pemenmiahannya dietapkan denpan Undang-

Undang Dan setelah UUD 1945 diamandemen pasal 18 diubah. Dalam pasal 1588

Aischutkan bahwa:

(1) Negara mengakul dan menghormati satuan-satuan pemenntahan daerah
vang besifat khusus atau bersifat istrmewa yang distur dengan Lindang-
Lindang.

(2} Nepara mengakui dan menghommat kesatuan-kesatusn masvarakat hukum
adat beseria hak-hak tradisiwonalnye sepamjang masih ludup dan sesual
denpean perkembangan masvarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia vang diatur dalam Undang-Undang

Hal diatas dipericgas lam dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain

mengemukakan bahwa:

“ Oleh karcna Negara Indonesia suatu Eenheidsstaal, maka Indonesia tdak akan
mempunyal dacrah dalam hingkungannya vang bersifat staat pula. Daerah
Indonesia dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibag dalam
dacrah lebih kecil dan bersifat otonom atau bersifat admimistrasi belaka vang
sgmuanya menurul aturan vang akan ditetapkan dengan Uindang-Undang™.

Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang
kuat untuk menvelengearakan otonomi dengan memberikan kewenangan vang
fuas. nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, dengan menckankan prinsip-
prinsip demokrasi, peran seria masvarakat, pemerataan dan keadilan, sera
memperhatikan potensi keanckaragaman dacrah.
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Dalam rangka pembangunan nasional vang merata seperti vang dicita-
ciiakan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, maka harus dimulai dan
tingkat paling bawah vaitu Desa atan Kelurahan dibawah naungan Pemerintah
Daerah  Karena dengan adanya keleluasaan daerah dalam mengelola sumber-
sumber ekonomi dan polink, serta bagn tersclengparanva peran serta putra daerah
dalam kancah sosal, polink dan ekonomi nasional diharapkan FELATTIPL TIVC TR )
kesenjangan vang ada, agar nantinva masvarakat dapat hidup lebih sejahtern

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 wahun 1999 tentane Pemenntahan
Daerah diharapkan mampu memjawab tantangan vang dihadap bangsa Indonesia,
dan selan o Undang-Undang Nomor 22 whun 1999 tentang Pemerintah Daerah
i ditetapkan berdasarkan atas Kustnya tuntutan masvarakat akan perlunva
mengatur dinnva sendin, vang merupakan dampek negatif dar sistem Sentralisasi
vang dirasakan terlalu lama semasa Orde Baru, Selain 1w, Undang-Undang
Momor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-
Undang Nomor 5 wahun 1979 entang Pemerintahan Desa vang menveragamkan
nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintah dess dirasakan sudah tidak
sestal lag dengan prinsip-prinsip olonomi daerah ( Widiaja, HAW. 2001 35)

Wuud dan keleluasaan daersh dalam membangun dan  mengelola
dacrahnya  vaitu  dengan  mendorong  untuk  memberdavakan  masvarakat,
menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masvarakal
serta mengembangkan peran dan fungsi lembaga/organisasi vang ada di Desa
{Widiaje. HAW, 2001:3)

Mengingat upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tujuan
dant dibentuknya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, maka dengan terbitnya
Peraturan Pemenntah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengatiran
Mengenai Desa dan Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain pada setiap desa atay
kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang disebut Lembaps
Pemberdavaan Masyvarakat Desa/Kelurahan (LPMDVLPMEK). Hal ini sesuai
dengan pasal 106 Undang-Undang MNomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah
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Daerah, duelaskan bahwa “ Ih desa dapat dibentuk lembagn lamnva sesuai
dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa™

Dengan adanva Peraturan Pemerintah Nomor 76 tshun 2001 dan
heputusan Presiden Nomor 4% tahun 2001 terjadi masa transisi dan oreamsas
vang telah tumboh dan berkembang seperti LKMD, LMD dan PEK menuju
Lembaga Pemberdavaan  Masvarakat Desa'Keluraban  kerap  kali  terjadi
permasalahan ataupun perselisthan antara lembaga-lembaga vang terdapat dalam
sudtu desa atau kelurahan, mesk: oleh Undang-Undang telah diatur mencenai
wewenang, kedudukan ataupun fungsi dan peran dan masing-masing lembaga
lersebut. Sehingga pembangunan didaerah menjadi terhambat yvang pada akhirmya
akan merugikan masvarakal

Bertitik tolak dan uraian tersebut diatas, penuhis berusaha untuk menyvusun
skripsi dalam bentuk Legal Opimon vang berjudul “STUDI TENTANG PERAN
DAN  FUNGSI  LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KRELURAHAN DI KELURAHAN SUKORAME PEMERINTAH KOTA

KEDIRI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
002",

1.2 Batasan Pengertian Judul
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu adanva batasan penpertian
Judul dalam penyusunan sknpsi ini guna menghindan adanva penulisan-penulisan
vang manlinya menvimpang dan pokok permasalahan vang ada Permasalahan
vang akan dibahas dalam sknpsi im vaitu mengenar peran dan fungss Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sukorame Pemerintah Kota
Kedin
Adapun batasan pengertian judul dalam skripsi ini adalah sebagai berikut,
I, Studi adalah kajian, telaah, penelitian atan penvelidikan ilmiah ( Depaniemen
Pendvdikan dan Kebudayaan; 1988; 826
2. Fungsi adalah jabatan (pekerjaan) vang dilakukan/berkedudukan atau berugas
(sebagat) bergpuna manjalankan tugasnve (Departemen Pendidikan dan
Kebudavaan; 1988; 245)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3. Peran adalah bagian dan proses’cara flugas ulama vang  dilaksanakan
{ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; [988:667)

4. Lembaga Pemberdavaan Masvarakat menurut PP No, 49 ahun 2001 pasal (1)
adalah wadah vang dibentuk atas prakarsa masvarakat sebapar mitra
Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam  menampung  dan
mewuidkan aspiras dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

5. Pemerintah Dagrah menurut pasal 1 angka (2) Perda Kota Kedin Mo, 13 tahun
2002 adalah Pemerintah Kow Kedin yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat
Daersh Chonom vang lain sebagar Badan Eksckutif Dacrah

6 Peraturan Daerah menurut pasal | angka (3) Perds Kota Kedin No. 13 wahun
2002 adalsh peraturan vang ditetapkan oleh Kepala Dacrah  denpan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah.

1.3 Rumusan Masalah
Guna menghindan penmmpangan sistematika penulisan skrips: im, maka
petlu dibenkan batasan permasalaban vang hendak dikaji vang meliputi:
. Bagaimanakah struktur  dan mekanisme Lembaga  Pemberdayan
Masyarakal Kelurahan di Kelurabhan Sukorame Pemerintah Kota Kedin 7
2. Bagmmanakah hubungan kema amtara  Lembaga  Pemberdavaan
Masvarakat Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan?
3. Bagmmanakah implementas: Lembaga Pemberdayaan Masvarakat
Kelurahan di kelurahan Sukorame Pemenintah Kota Kediri?

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan adalah sasaran vang hendak dicapai dari suatu penulisan

Tujuan penulisan sknipsi il meliput twpuan umum dan tyjuan khuses

14,1 Tupuan Umum

Twuan umum merupakan tujuan yang bersifat akademis, vatu untuk

memenuhi dan melengkapi salah sstu persvaratan dalam mencapai gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
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1.4.2 Tujuzn Khusus
Tupuan Khesus merupakan tujuan vang mengacu pada objek studi vang
meliputi
1. Untuk mengetahun struktor dan mekanisme Lembaga Pemberdavaan
Masyarakat Kelurahan di kelurahan Sukorame Pemenintah Kota Kedin
2, Untuk mengetahui  hubungan  kerjn antara Lembaga  Pemberdavann
Masvarakat Kelurahan derpan Pemerintah  kelurahan & kelurahan
Sukorame Pemenntah Kota Kedin
3. Untuk mengetahw prospek  kedepan dari Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan jalen dalam rangka penpanalisaan untuk
mendekau masalah dan mencapai sasaran. Metode penulisan vang digunakan
dalam skripsi imi adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh hasil dan sustu pembahasan vang sesuai dengan tujuan
vang hendak dicapai. maka penulis menggunakan suatu metode pendekatan
Yundis Normatf, vaiu metode pendekatan vang dilakukan dengan menelazh
peraturan perundang-undangan, buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis
dan pendapat para Sarjana vang berhubungan dengan permasalahan vang dibahas
{Soemitro, 1990:9)

1.5.2 Sumber Data
Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan sripsi ini,
mveliput;
1. Sumber Data Primer
adalah data vang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan
penjelasan dan mhak/orang-orang vang berwenang (Socmitro, 1990:88)
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Fid

Lalam hal ini, sumber data vang diperoleh secara langsung di lapangan il
dari hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, Ketua LPME Sukorame.
anggots Tim Otonomi Daerah dan Pembentukan LPMEK Kota Kedin serta
tokoh masyarakat vang ada di Kelurahan Sukorame Pemenntah Kota Kediri
Sumber Data Sekunder

adalah data vang didapatkan dan peraiuran perundane-undanoan, literatur
sena sernmar-seminar hukum nasional vang berkaitan dengan masalah vang

akan dikap guna menunang pemecahan masalah vang ada (Soemitro.
199052

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Studh Literatur

Dalam hal 1m pengumpulan data vang dilakukan dengan cara mempelajan
karya-karva ilmiah para sarjana, literatur-literatur dan peraturan perundang-
undangan serta artikel-artikel vang dapat dijadikan landasan vang berkenaan
dengan penulisan skripsi ini (Soekanto, 1985 14)

Intervew

vautu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara sepihak vang
dikerjakan dengan sitematik dan berlandaskan pada tujuan penvelidikan (Sani
Perkuliahan Metode Penelinan Interdisipliner. 2001},

1.5.4 Analisa Data

Untuk mendapatkan pambaran secara jelas mengenai permasalahan vang

akan dibahas maka analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode analisis Deskriptif kualitatif vaitu suatu metode untuk memperoleh
gambaran singkal mengenai sustu permasalahan vang tidak didasarkan atas
angka-angka statistik, melainkan didasarkan atas analisis yvang dup dengan
norma-norma dan kadah-kaidah hukum yang berkenaan dengan masalah vang
akan dibahas ( Soemitro, 1930, 138),
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Dart data vang terkumpual tersebut kemudian diambil suatu kesimpulan
dengan  menggunakan meiode Deduktif vaitu metode vang dimulai  dari

pengetahian umum menwiu permasalahan vang bersifat Khusos (Hadi 1993:42)
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BAB I
FARTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta
Pada tanggal 18 Juli sampai demgan 21 Juli tahun 2000 telahk
diselengearakan sidang Komisi Orgamisssi’Kelembagaan dan Temu Nasional
Lembags Ketahanan masvarakat Desa di kota Bandung Dar sidane tersebut
menghasilkan  Deklamsi  Pembentukan  Asosmiasi  Lembape  Pemberdavaan
Masyarakal (LPM) sebagis tindak lamjut upayva mensukseskan Undang-Lindang
Nomor 22 tabun 1999, Dalam deklarasi tersebut dapat diambi] beberapa hal vang
dianggap penting, vaitu:
| Bahwa masalah kemiskinan belum dapat terselesatkan karena program
pengentasan  kemuskinan  vang  disclenggarakan  oleh  instansi-instansi
pemenniah dilaksanakan secara terpecah-pecah

2. Bahwa Lembaga Kemasvarakatan seperti Lembapa Ketahanan Masvarakat
Pesa masih diperlukan dalam rangka memberdayakan, menampung aspirasi,
kebutuhan dan tuntutan dalam memandinkan masvarakat

3 Merumuskan  bahwa dalam  program  organisasi/kelembagaan  harus
disesuaikan dengan kebutuhan nvata masyarakat vang berancka ragam

4. Bahwa dengan adanva hal tersebut, maka Komisi 11 memutuskan adanya
Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan. dan merubah nama Lembaga
Ketahanan Masvarakat Desa memjadi Lembaga Pemberdayaan Masvarakat
(LPM).

Dalam rangka menindaklanjuti hasil kesepakatan Asosiasi Lembaga
Pemberdayaan Masyarakm (LFM), maka pemerintab kota Kediri menerbitkan
Surat Keputusan Walikota Nomor 16 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Dacrah Nomor 13 twhun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan vang mempunyai tujuan secara umum vaitu peningkatan kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan pelaksana pembangunan dan mutu pelayanan
kepada masyarakat secara berdava puna dan berhasil guna, utamamya di wilavah
kelurahan
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Akan tetapi Lembaga Pemberdavaan Masvarakat Kelurahan (LPMEK) ini
masih belum dapat berfungsi sebagaimana twuan dibentuknya lembaga tersebut.
Kasus mi tenadi karena LPME bimbarg dalam memposisikan keberadaannya
dalam masvarakat, Hal im muncul ketika ditaksanakannva ruslahialib fungsi
Tanah Bengkok vang semula milik Desa Sukorame (sehelum diberlakukannva
Perda Kota Kedin No. 11 whun 2002) memadi milik/aset Pemerintah Kota Kedir
scielah diterbitkannya Perda Kota Kediri No. 11 tahun 2002 tentans Perubahan
status Desa mengadi Kelurahan

I satu sist LPMEK harus memposisikan keberadoannva sesuai denygan
peraturan perundang-undangan vang berlaku (mengikuti Perda No 11 tahun
2002}, dan disisi lun LPMK vang dibentuk atas prakarsa masyvarakat dan
mengabdi  untuk  kepentingan masvarakat dibidang  pembangunan, dimana
masyarakat Kelurahan Sukorame menghendaki agar Tanah Bengkok tersehut
tetap memadi milik  Desa Sukorame dan dipunokan  untuk kepentingan
masyarakst, dan dalam hal pengelolaanya diserabkan kKepada LPMEK. Selamn itu
Juga terudi anggapan publik bahwa bila memang Tanah Bengkok harus menjadi
milik Pemerintah Kota, masyarakat menghendaki terjadinva peralihan  hak
tersebut secars transparansi dan harus  sesuai dengan undang-undang yvang
berlaku

2.3 Dasar Hukum

Dasar hukum vang digunakan dalam penyusunan skripsi im adalah sebagai
benkut;

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
a. Pasal 4 ayat (1):
Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk Dacrah Propinsi,
Dacrah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakal setempal menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masvarakat
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Y]

b Pasal 106:;
[0 Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa

dan ditetapkan dengan Peraturan Desa

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 Teatang Pedoman Umum
Pengaturan Mengenai Desa
A, Pasal 41 :
(1) Dalam upava memberdayakan masvarakat di Desa dapat dibentuk
Lembaga Kemasvarnkatan sesuai kebutuhan
(2) Lembaga Kemasyarakatan schagaimana vang dimaksud pada avat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Desa
b, Pasal 42 ayat (1):
Pengaturan lebth lamut mengenat Pedoman Pembentukan lLembaga
kemasvarakatan di Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

3. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga

ketahanan Masyarakat Desa atauw sebutan lain

n. Pasal | avat (1):
Lembaga Ketahanan Masvarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD atau
sebutan lam adalab wadah vang dibentuk atas prakarsa masvarakal sebagai
mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan
mewnjudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan

b. pasal 2 avat {1):
Penggunaan nama LKMD atau sebutan lain ditetapkan oleh masvarakat
sesual dengan kebutuhan dan kondist sosial masyarakat

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahan 1999 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan
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a. Pasal 1| huruf (a):
kelurahan, Desa . Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Camat dan
Lurah adalah sebagmimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22
tahun 1994

b, Pasal 2 avat (1)
helurmhan  dibentuk i Kawasan Perkotaan denpsn  memperbutikan
persvaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial

budava masyvarakat

5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 tahun 2002 tentang Lembaga

kemasvarakatan Kelurahan

. Pasal 1 anghka (10):
Lembaga Kemasvarakatan Kelurahan adalah lembaga vang dibentuk atas
prakarsa masyarakat Kelurahan  sebagai mitra kega Pemenntahan
kelurahan guna menampung dan melaksanakan organisasi masvarakat
dibndang  pembangunan  dalam rangka  memngkatkan kesejzhteraan
masvarakt

b. Pasal 2 ayat (2}:
Yang dimaksud dengan  Lembaga Kemasvarakatan  Kelurahan
sebapaimana  tersebut  pada avat (1) pasal ini adalah Lembaga
Pemberdayaan Masvarakal Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangpga (RT),
Rukun Warga (RW)

6. Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor 16 tahun 2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 tahun 2002
tentang Lembaga Kemasvarakatan Kelurahan

2.3 Landasan Teord

Dalam Penyusunan Skripsi ini, penulis menggunakan beberapa landasan
teon schagm benikut:


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

I. Pengertian Desentralisasi

Pengertian Desentralisasi menurut pasal | hursl e Undang-Undang No_ 22
tahun 1999 adalzh penverahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada
daerah otonotmn dalam kerangha Negarm Kesatuan Republik Indonesia

Menurat D M. Ans Nasution, MA_ dalam bukunva “Demokiarisasi dan
Problema  Otonomi  Daerah™, bahwa Desentralisasi dalam  arti  pembenian
kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam perencanaan dan
pelaksanaan kepada pemenntah daerab, dan jugs memindahkan fungsi-fungsi
pohitik dan admimistratif dan pemerintah pusat ke tingkat lokal. Sedangkan tujuan
dant desentralisas) adalah untuk lebih meningkatkan partsipasi dan efisiensi {Aris
Nasution, 2000-18)

Fopik sentralisaos dan desentralisasi dalam proses pemenintahan biasanva
disorot dari segr efekufitasnva dalam rangka alokasi dan ditribusi kekuasian,
dalam pandangan ini desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah pemupukan
kekuasaan disatu pihak saja { Abdul Kholig Ashan, 1995: 6),

sScdangkan dalam Hmu Administras Nepara, desentralisasi berkenaan
dengan pendelegasian kekuasaan dan tanggung jawab vang diukor dari sejaoh
mana unit-umt orgamsasi bawahan memiliki wewenang dan tangung jawab
didalam proses pengambilan keputusan (Robent D, Miewalt dalam Abdul Kholig
Ashari, 1995. 6),

Aplikasi  desentralisasi menurwt  para ahli Administrasi
Negara/Pemerintahan seperti B.C Smith (1985), Dennis A Rodinelli & G
Shabbar Cheema (1983) dan Hubert JB. Allen (1985), Pada prinsipnya
mendefinisikan desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
atau kekuasaan untuk penvelengparaan sehagian atau seluruh fungsi Manajcmen
dan admimstrasi pemerintahan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya
kepada:

fa) Unit pelaksana pusat di dacrah

(b) Unit sub nasional atau pemerintahan dibawahnya

(c) Pejabat pemerintah atau perusahaan vang bersifat semi-otonom
(d) Kewenangan fungsional lingkup regional atau daerah
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(e} Lembaga non pemenntah atau lembaga swadava masvarskat (Abdul
Kholig Ashan, 1995: 7),
sistemn yang ada schelum lahirmya UL Noo 22 wmhun 1999, vaitu babwa
melalun mekanisme  desentralisas:, akan  terbentuk  adanya  satuan-satuan
pemerimahan vang berlokasi di daserah, baik yang bersifat schagai wakil
pemenniah pusat ¢ daerah ataupun yang bersifat otonom. Dalam  sistem
desentralisasi yang duanut di Indonesia pada dasamya pelaksanaan pelimpahan
suatu urusan dilakukan dengan dua carm, vaitu dekonsentresi dan desentralisasi
(Krstiad dalam Abdul Kholig Asharn, 1995 7).
Dekonsentrasi yaitu penyerahan vang terbatas pada pekerjaan dan pemerintah
pusal ke kamtor perwakilan di lepangan Bentuk im tidak memberikan
kewenangan untuk merencanakan, mengambil keputusan maupun melaksanakan
ditingkat lokal (M. Ans Nasution, 2000: 26)

2. Mengertian (Monomi Dacrah
Istilah Otonomi berasal dari bahasa Yunani, Autos dan Nomos, “Autos”
berarti sendin dan “Nomes™ berarti aturan. dengan begitu otonomi pada dasarnva
memual makna kebebasan dan kemandinan, Otononu Daerah berarti kebebasan
dan kemandinan dacrah dalam menentukan langkah-langkah sendin {Widarta.l,
2000:2).
Menurut konsep yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun
1974 adalah schagai benkut:
“Chonormi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah
untuk mengatur dan mengurus Rumah Tangganva sendin sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku™
Sedangkan menurut pasal | huruf h Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah
sebagan benkut
“Oonomi  Dacrah adalah  kewenangan Daerah Otonom  untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendin berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku”,
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Jika kita cermati secara hati-hati dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun
1974 disebut mengenal hak, maka hal itu bermakna “sesuatu yang oleh sebab,
seseorang atau pihak (pemegang hak ) memiliki keabsahan untuk menuntut sesuaty
vang dunggap tidak dipenuhi atau di ingkari, dan pihak pemepang hak atas
sesuatu akan  memperlakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki atay
sebagmimana keabsahan yang dimiliki (Julisntra dalam Widarta [, 2001 3).

Apabila ada pihak pemepang hak tentu ada pihak pemegang kewaniban
Apabila Daerah dikatakan mempunyar hak lantas siapa vang memiliki kewsjiban
untuk memfasilitasi perwujudan hak tersebut, apa sanksi dari tidak dijalankannya
kewapban tersebut
Rumusan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dalam satu sisi TV LTV
ketidakjelasan  sekaligus ketidakpastian. Hal vang tidak jelas adalah siapa vang
menjalankan kewapban melmdung  dacrah agar haknva bisa diwujudkan,
bagaimana jika temyata pemerintah pusat ternvata memjadi penghambat realisas:
hak dacrah untuk mengurus rumah tangganyva sedini akibat campur tangan vang
kuat dan pusat. Apabila letmh dicermati disim kita mendapall rumusan yang
menjehak. yakni bahwa daerah diberikan hak untuk mengatur (mengurus) rumah
tangganya sendin, tidak lain sebagai kewajibannya dalam melancarkan program-
program Pembangunan Nasional. Implikasinva sudah sangat jelas bahwa daerah
sebetulnya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat vang secara
substansial tidak memiliki hak-hak diluar apa vang telah diremuskan oleh
pemerntah pusat Jika demikian, maka konsep otonomi hanya merupakan
kamuflase (topeng) dan watak sentralisme Otoriter.(Widarta. 1, 2001 3)

Berbeda dengan konsep otonomi dacrah dalam Undang-Undang Nomor 22
tahun 1999, pada konsep lama (UL Nomor 5 whun 1974) lebih menekankan pada
suatu penyerahan urusan, sedangkan konsep baru (UU Nomor 22 whun 1999)
lebih menekankan pada pemberian wewenang, artinya ada pengakuan atas hak
dacrah untuk mengatur rumah tangganya sendin. Yang menjadi  masalah
sclanjutnya adalah sejauh mana kualitas dan wewenang vang diberikan. Oleh
sebab itu dalam klawsul UU Nomor 22 ighun 1999 menyebutkan ~......
penvelengearsan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada
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pusip-pnnsip demokrasi, peran serta masyarakar ¢ Haruslah menjadi
landasan apawr konsep otonomi tidak hanva sekedar menjadi slogan, melainkan
myata dan bisa memadi jalan bagi pemberdavan masyarakat

Otonomi sebagar  pelaksanaan desentralisast,  merupakan konsep
pembagian kekuasaan, vakni membam kekuasaan secara vertikal Kekuasaan
negara dibagn memadi dua vaitn kekuatan pusal vang disclengearakan oleh
pemenintah pusat dan kekuasaan dacrah vang disclengrarakan oleh pemenntah
darrah. Akan tetapr konsep otonomi tdak dapat diartikan sebagai kebebasan
absolut dari satu daerah. melainkan tetap berdin diatas skema nesar kesatuan dan
cksistensi daerah yang lain (Widara. 1. 2001 &)

Sebagal sebuah skema pembagan kekuasaan, sudah tentu konsep olonomi
tdak pernah final sebab batas-hatas kewenangan hak daerah akan terus bergerak
secara dimamis Dapat dikatakan bahwa dalam proses ini sangsl potensial
terjadinya konflik kepentingan antara pusat dan daerah Karena itlah otonom:
dacrah scharusnya tidok menjadi ajang konflik vang berlarut-larut. melainkan
menjadi wahana untuk mempercepat demokratisasi

Maksud dari diselengparakannva otonomi daerah ini terdapat beberapa hal.
Pertama, dan sudut pandang pemerintah pusat, bahwa pemerintah pusat selaly
beronentasi untuk menegakkan ntegrasi dan sekalizus cfektifitas pembangunan,
sebagaimana vang dimaksudkan dalam UL Na. 22 Lzhun 19949:

“bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik didslam

maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan  glohal,
dipandang perlu menyelengparakan Otonomi Daerah dengan
membertkan kewenangan vang luas, nvata dan benangpung
jawab kepada dacrah secarn proporsional, vang diwujudkan
dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdava
nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Dacrah, sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran seria masyarakat,
pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman
Daerah, vang dilaksanakan dalam kerangka Megara Kesatuan
Republik Indonesia™
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Kedua, dan sudut pandang masvarakat vang berarty bahwa sudut pandang vang
digunakan berangkat dan kepentingan masyarakat yait lerselenggarakannya
suatu pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup
rakyat. Disinilah makna dani urgensi partisipasi dan prakarsa masvarakat dalom
mengupavakan agar otonomi benar-benar menjadi proses vang memberdayakan
rakvat.  Jadi Ctonomu Daerah adalah jawsban atas Kebutuhan pengakuan
pluralitas masyarakmt Dengan demikian skema otonomi daerah dimaksisdkan
untuk memngkatkan pelavanan kepada masvarakat, terutama apar isa lebih

sesuar dengan apa yang dikehendaks oleh rakyat (Widarta 1. 2001 9111

2.3.3 Pengertian Desa dan Kelurahan
a. Pengertian Desa

sejargh perkembangan desa pada masa Pemerintahan Hindia belanda yang
diatur dalam pasal |18 jo pasal 128 Indische Stastregeling, vaitu Undang-Undang
Hindia Belanda, penduduk neperi/asli dibiarkan dibawah langsung dan kepala-
kepalanyy sendin (pimpinan). Pengaturan lebih lanjut dalam 1GOB (Inslansche
Gemeente Ordinantie Buitengewesten) LN, 1938 No. 490 vang berlaku sejak |
Januan 1939 LN, 1938 No. 681 Nama dan jenis persekutuan masvarakat ash ini
adalah Persekutuan Bumi Putera, Persekutuan masyarakat asli di Jawa dan Bali
disebut Desa, sedangkan dibekas Karesidenan Palembang disebut Marga dan di
bekas Karesidenan Bangka Belitung disebut Haminte, Yang disebut DesaMarga
menurut Indische Staatrepeling LG.OB STH 1938 No. 490 Jo 681 adalsh
masyarakat hukum adat berfungsi schagai kesatuan wilayah Pemenntah terdepan
dalam rangka Pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan badan hukum
Indoncsia (Widjaga. HAW, 2002 25),

Selanjutnya menunst pasal | huruf'a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa, yang disebut dengan Desa adalah suaty wilayah vang
ditempati oleh sejumlah penduduk sebagni kesatuan mayarakat hukum yang
mempunyal organisast. Pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan
berhak menvelengparakan rumah tangganya sendin dalam ikatan Negara
Kesstuan Republik Indonesia
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Alas dasar pertimbangan bahwa UL No. 5 tahun 1979 tidak lagi sesuai
dengan  jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perfunya mengakul serta
menghormati hak asal usul yang bersifat istimewa, maka UU No.5/1979 diganti
dengan  dikeluarkannva  Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerntahan Daerah yang didalamnyva mengatur tentang Diesa,

Menurut pasal 1 huruf o UL No 22 tahun 1999, Desa atau discbut dengan
namma lain adalah kesatuan masvarakat hukum vang memilih kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masvarakatl setempat berdasarkan asal usul
dan adat 1suadat setempat vang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan
berada  didacrah  Kabupaten.  Mengenat bentuk  pemenntahan, Desa  dapal
dibentuk, dihapus dan‘atay digabung dengan memperhatikan asal usulnya atas
prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemenniah Kabupaten dan DPRD.

Menurt Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengena Desa pasal 1 huruf b, vang dimaksued
dengan Pemenntahan Desa adalah kegiatan pemerintahan vang dilaksanakan oleh
Pemenintah Desa dan Badan Perwakilan Desa,

Sumber Departemen Dalam Negeri menyebutkan adanya lebih dan 50 (K1)
Pemenntah Desa, mengingat luasnya wilayash Indonesia serta berdasarkan
perkembangan jumlah Pemerintah Desa pada akhir-akhir ini. Mengingat jumlah
dan luasnva wilsyah-wilayah Pemerintah Desa dan keanekaragaman sifat ada
istiadat, keseluruhan peraturan-peraturan  atau pranata  kedesaan tersebut
merupakan sistem Pemerintah Desa tersendin vang perlu mendapatkan perhatian
khusus guna strategi pembinaannyva.

Pengembangan kesadaran berpartisipasi warga masvarakat Desa menjadi
faktor penting guna menciptakan suasana vang menguntungkan bagi tercapainva
twjuan pembangunan, beberapa faktor penting tersebut antara lain:

a. Janganlah wargn masyarakat dibiarkan terus menerus didalam ikatan tradisi
vang menghambat  kemajuan  perkembangan  pembangunan, perfunya
diusahakan social reform yang serasi (pembangunan bidang mental spirituil),

b. Mengembangkan partisipasi warga masvarakat Desa dalam arti formil dan
matenil schingga merupakan kekuatan autoactivitas vang berdava guna dalam
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memecahkan kepentingan bersama warga Desa vang bersangkutan, jalah
dengan pengorganisaian  dan  institusionalisasi kepentingan rakvat serta
organisas: kemasvarakatan, ekonomi, sosial dan lain-lain

¢ Pembentukan dana masvarakat secara potong rovong, mengingat bahwa
pembangunan tidak selalu harus dibiavai oleh Pemenntah, tetapi haros pula
berlandaskan pada kesediaan warga vang bersangkutan untuk menvediakan
dana-dana vang diperfukan

d  Menghilangkan adat kebiasaan vang mematikan perckaonomian  makyat.
(Saparin, 1997:34)

Lan daripada ity admanistrasi Pemerintah Desa  juga merupakan art
penting pula vaitu sehagal sumber data stausuk dan informas) Primair mengem
masilah kependudukan dan sosial ckonomi. Dalam usaha seria langkah-langkah
vang perlu dilaksanakan guna menvchatkan dan mendinamisir Pemerintahan
Desa. Oleh karena dengan adanya Undang-Undang Otonon Dacrah diharapkan
mampu membawa kearah penvempumaan administratifadministrative  reform
dengan memperhatikan perbedaan ekologis wilayah dari masyarakat setempal

b. Pengertian Kelurahan

Pengertian Kelurahan menurut pasal | hurof b UU No. 5 tghun 1979
adalah suatu wilayah yang ditempati oleh scjumlah penduduk vang mempunyai
organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, vang tidak berhak
menvelenggarakan Rumah Tangganya sendin

Sedangkan menurut pasal | huruf n UU No. 22 tabhun 1999, Kelurahan
adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah
Kota dibawah kecamatan

Menurut Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 pasal 2
(1), Kelurahan dibentuk di Kawassn Perkotaan dengan memperhatikan
persyaratan |uas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya
masvarakat.

Pembentukan Kelurahan adalah terjadi karena pembentuken Kelurahan
baru sebag akibat pemecahan, penghapusan, penggabungan dan perubahan Desa
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menjadi  kelurahan.  Pembentukan  Kelurahan baru i dilakukan  setelah
dimusvawarahkan dengan tokoh-tokoh masvarakat. Perubahan Kelurahan bam
schagai akibat dan perubahan Desa menjadi Kelurahan dilakukan setelak
mendapal  persetujuan dan  Badan Perwakilan Desa (BPD).  Pembentukan
Kelurahan im ditetapkan dengan Keputesan Bupatt/Walikota seielah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah

Dalam pembentukan kelurahan harus memenuhi syarat-syvarat schagm
berikul

I, Jumlah penduduk minimal 2 500 jrwa atau 500 Kepala Keluargn

2. Luas wilavah
3 Soesial bedava
4. Potensi Kelurahan

5. Sarana dan prasamana pemernntzhan
Senap kelurahan harus menetapkan batas wilayah Kelurahan dengan Propins: mtay
Kabupaten atau Kelurahan atau Desa disckitarnva vang harus dipasang tugu tanda
batas, yang dituangkan dalam berita acars dan ditandatangam bersama dengan
letangea batas wilavah bersangkutan Penctapan batas wilayah i disahkan oleh
Bupat/Walikota, sedangkan batas wilavah kelurahan vang merupakan batas
Propinsi disahkan oleh Gubernur (Widima, HAW, 2002- 111).

Mengenal perubahan Desa menjadi kelurahan di wilayah Kabupaten yang
memenuhi  persyaratan  dapat  dibentuk menjadi  Kelurshan atas  prakarsa
masyarakat setempat.  Pembentukan  Kelurahan  tersebut  diusulkan  oleh
Pemenntah Desa atas persetujuan BPD  kepada Bupati melalui Camat
Berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten, Bupati
menetapkan perubahan status Desa menjadi Kelurahan,

Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dan Desa yang
ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat
menjadi Pegawar Negen Sipil (PNS) sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan kemampuan kevangan Kabupaten. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa
dan anggota BPD dan Desa vang ditetapkan menjadi Kelurahan yang tidak
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memenuh  persyaratan  diberhentikan dari jabatannva diberikan pengharsaan
sesual kemampuan keuangan Daerah Kabupaten

Seluruh  kekavaan dan  sumber-sumber  pendapatan  sebagai  milik
Pemernntah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan diserahkan
dan memadi milik Pemerintah KabupstenXota. Kekayaan dan sumber-sumber
pendapatan im dikelola melalun Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah denpan
memperhatikan kepentingan Kelurahan bersangkutan

Kelurahan dibentuk & Kawasan Perkotaan denpan  memperhatikan
persvaratan vang berlaku Kelurahan yvang kondisi masyarakal dan  wilayahnva
tidak lagi memenubi  persvaratan dapat dibapus dan  digabung  setelah
dimusvawarashkan  dengan  tokoh-tokoh  masyarskat  Pembentukan  dan
penghapusan dan penggabungan Kelurahan ini diwsulkan oleh Lurah melalw
Camat kepada Bupatn atan Walikow Usul Lurah tersebut oleh Bupati atau
Walikota dimintakan persetujuan kepda Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, Atas
persetwjuan DPRD, Bupat atap Walikota menerbitkan Surat Keputusan mengenai
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan setelah mendapat
pertimbangan Gubernur,

Pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan Desa menjadi Kelurahan
dan hasil pembentukan, penghapusan atan penggabungan dilakukan oleh
Gubernur. Pemiinaan dan pengawasan ini dilakukan melalui pemberian pedoman,
bimbingan, pelatthan, arahan dan supervisi
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B IV <
H‘l‘t IF ¥ .

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 khesimpulan —

Berdasarkan pembahasan vang felah diwraiakan pada bab sebelumnya

mika dapal ditank kessmpulan sebagai berikut:

|

bl

Bahwa struktur kepengurusan LPMEK harus diketuai oleh seorang tokoh
masyarakat yang dipilih secara langsung dan bukan merupakan bagian dari
Perangkat Pemenintah Kelurahan, sehingga potens: untuk memadikan LPME
sebugai wahana pemberdavean masyvarakat dalam rangka menmgkatkan
kesejahteraon masyarakat dan mewwjudkan manusia Indonesia scutuhnva
dapat digali secara optimal

Hubungan kenasama yang saling menguntungkan baik antara LPMEK dengan
Pemenntah belurahan aaupun anwra LPMK dengan warga masvaraka
setempal  dibidang  perencanuan, pengawasan  dan  pelaksanaan  seria
pengendali pembangunan merupakan suatu hal yang mendukung terjadinya
perubahan ckonomi, politik dan sosial budava menuju kearah vang lebih
bk

Bahwa dalam pelaksanaannva Perda No. 13 tabhun 2002 Pemenintah Kots
Kedin terutama mengenai pelaksanaan fungsi dan peran LPMK Sukorame
masith belum scsual dengan apa yang menjadi rumusan hasil sidang
Organisai’Kelembagaan dan Temu Nasional Lembaga Ketahanan Masvarakat
Desa di kota Bandung ataupun peraturan perundang-undangan vang ada, hal
iu dapat dilihat pada system pertanggung jawaban yang dilaksanakan oleh
LPMK Sukorame Sehingga manfaat vang diterima masvarakat Sukorame
kurang maksimal, hal terscbut scharusnya menjadi bahan koreksi serta
evaluasi semua pihak vang terkait agar pembangunan vang dilaksanakan
dapat berjalan dengan baik.

Bahwa keberadaan LPMK & Kelurahan Sukorame masih belum dapat
memberikan manfaat dan hasil bagi warga masyarakatnva. Hal tersebut
terjadi karcna adanya suatu kepentingan dari beberapa angpota ataupun

335
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LA

pengurus  untuk - mendapatkan  keuntungan  pnbadi, dengan  jalan
menghembuskan issue tentang hak pengelolaan wnah bengkok.

Saran

Babhwa untuk menghadapi hambatan dan mendukung pelaksanaan fungsi dan
peran LPMK Sukorame Pemenntah Kota Kediri, perlu adanys sosialisasi
vang lebih sensii dan berkelanjutan vang mehibatkan semua  unsur
masyarakat. bak 1u dan Pemenmah Kelurahan, pengurus LPMK ataupun
warga masvarakal sclempat Selain itu dapat pula diberikan pelatihan-
pelatihan keorgamisaian‘kelembagaan seperti kepemimpinan,
keadministrasian  atau pengembangan SDo guna menunjang lovalitas
unggota terhadap organisesilembaga terutama menyangkut pengabdian
kepada masyarakat dan Negara,

Perlunyva melakukan kenasama antara LPME Sukorame Pemerinmah Kots
Kedirt dengan para pakar akademisi di setiap Universitas dengan pihak
Pemenntah sebaga fasilitator guna pengembangan keorganisasian,

Bahwa keberaduan LPME di Pemerintah Kota Kediri memerlukan adanva
dukungan vang kuat dan seg vundis vartu dengan penerbitan produk hukum
baru vang digunakan sebagai penguatan organisasi,

Agar roda organisasi tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai
maka perlu adanya penegasan sikap dan pengurus melalui musvawarah
anggola mengenar carn menjalankan roda organisasi yang tetap berpegang
pada semua peraturan yang ada, schingga stagnasi kegiatan dapat dihindan
seminimal mungkin.

Bahwa Peraturan Dacrah Kota Kediri Nomor 13 tahun 2002 perlu adanya
suatu revist terulama menvangkut pasal 19 karena pasal terscbut tidak
mencerminkan adanya pemberdayan masvaraket Kelurahan,
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PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN MOJOROTO
KANTOR KELURAHAN SUKORAME

JL Veteran Ro. 72 Telp. (0354) 772299

“ KEDIRI
e —

SURAT KETERANGAN

No.:478/ 48 7209/ 2093

Yang bertanda tangan dibawah tni Kepala Kelurahan Sukorame menerangkan
bahwa :

Nema - dodik Tewahyudi

Umur » aadiri b-T-1980

Pekerjaan ; wahasiswa

Status Perkawipan . Jejaka ..
Agama : Ialam

Alamai Jl.Veteran IV/A-10 Kedird

Orong tersebut dimtas betul-betu! penduduk kelurahan kami dan selama
menjadi warga kelurahan kami beradal istiadat baik dan belum pernah tersangkut
perkara Polisi,

Surat Keterangan ini dipergunakan untuk _ Reparangkon sobwa yba.
telah selesul mongadakan Survey LPwi del.Sulkorame

Demiki=n dapatnya dipergunakan sebagaimnana mestinya,
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Memmhang

Mengingar

PEMERINTAH KOTA KEDIR]

PERATURAN DAERAI KOTA KEDIRI

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

4]

[ %]

W

DENGAN RAHMAT TUNAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

bahwn dalam mnpka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan
kegiatan  sosia) kemisyarnkotan, ma':a perlu  disesuaikan denpan
Ketentuan Undang-Linden £ Nomuor 22 Tahun 1999 tentang Memerintghay
Daerak:

bahwa Lembagn Ketahanun Masyaraka Lresa sebagaimann dinpur il
Keputusan Presiden Momar 28 Talun I'920 tentang Penvempurmaan dan
Peminghatan Fungsi Lembaga Sosial Desq mentadi Lembaga Ketghanan
Masyarnkat Desa sisdaly Wk sesuai dengan kebutuhan Kelurahan.

bahwa untuk  memenyh sehagaimona dimaksud  dalaem konsideran

menimbung huref o dan b dhatas pelaksanannnyn dituanghan daly,
Peraturan Dacrah,

Undan,gmL.ln:f.nng Nomor 16 ‘T'ahun 1950 tentang Pembentukan Doerah.
daerah Kot Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jown
Tengah, Jawa Bara dan dalam Daerah laumewn Yoryakarta { Dherita
Mepara Republik Indonesia Tahun 19350 Namaor a5

Undang-Undang Nemaor 22 Tahun 1999 tentang Femerintnhan Dagrah
{ Lembaran Negara Tahun (699 MNomor 0, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3830 i

L.Indang=|.lnd.ung Soemor 25 Talun 1999 tentang Perimbanpan Keugnpan
antara: Pemerintah Pusay dan Daerah { Lembaran Negara Tahun 1999
MNomor 72, Tambalinn Lembaran Megary Momer JB438);

Reputusan Presiden Nomor #4 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Permmng«undangan dan Bentuk Rancangan Und.ul'lgaundu.ng,
Rencangan Perajuran Pemerintah dan Rancangan Keputyusan Presiclen;
Keputusan Presiden Nemar 49 Tahun 2007 lentang Penatagn Lembaga
Ketahanan Masyarakai Desa atau sebutan |ainnyy:

Peraturan  Menier Balam Negeri Nomor 4 Tehun 1999 lentang
Pencabutan beberapa  Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan
Menteri Dalam Negeri mengens! Pelaksanasn Undang-Undang Nomar 5
Tahan 1979,

Keputusan Menteri Dalam Neperi Nomor 65 Tahun 1999 tentang
Pedoman Uman Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurg han:
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Menctpkan

-

4 Kepulusan Menteri Dalam MNegert dan Otonomi Dacrah Nomor 2|
T:nl?un 2001 tentang Penyusunan dan Materi Peraturan Produk-Produl;
Hukum Daemhb; . . 3 =

9 Keputusan Menteri Dalam Megeri dan Otonomi Daerah Momer 22
Tahun 200] tentang Bentuk Prod uk-produk Hukum Daerah,

10 Keputusan Mentert Dalam Negeri dan Otonemi Dacrah Nomor 23
Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah:

1, Keputusan Mentern Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24
Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Dacrah;

12 Peraturun Daerah Ko Kedini Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kera Kecomatan:

13, Peraturan Dacrah Kota Xedir Nomer 11 Tahun 2002 tentung Perubakan
Status Desa Menjadi Kelurahan

Dengan Persctujuan

DEWAN FERWAKILAN RA KYAT DAERAII KOTA KETMRI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAN KOTA KEDI TENTANG LEMBAGA
REMASYARAKATAN KELURAIIAN,

b.a

Lad

Bal|[
KETENTUAN UM M
Pasal 1

Dalam Peraturan jnj yang dimaksud dengan :
Daerah  Otonom ¥ang selanjutnys disebut Daergh poalah  Kesatuan
Masyarukat huskun Yung mempunyni batas dnerah tertenin berwenang
Mengatur dan  menguns kepentingan masayarakat setempat mengr

Prakarsa sendir berdasarkan aspirasi masyarakat dalam tkatan Meparg
Resaruan Republik Inddonesia:

Pemerintah Daerah adnlah Pernerintn Kola Kediri yainy Kepala Dacrah
beserig Perangkal Duerah Otonom yang lain schapai Buadan Eksekwir

Peraturan I:Im.-r_.-uh adalah permtorgn yang diletapkan alel Kepila Pucral
denpan persetujuan Dewan Perwakilan Rakynt Dacrah:

Kepala Dacral mlalaly Walitni Kedir,

secamatan adilah Wilayah Kerja Cama schagar pentygkan [neryl, Rouitu
Kedin:

Camat  adalah Kepaln  Kecamatay Fing dalom melaksanukay Tuagtis
Benanggung Jawab kepada Kepalg Daerah;

H‘._u]ura.hu.n adalah wilaysh kerja Lurghy schagni Perangkat Duer b kotn
dibawnh Kecam Gomn;

Lurah adalgh Kepala Kelurahgn
“MURGEURE jawah kepada Caman;
Keputusin Kengly Eelurahan adalgh Semua keputusan
| ’ F YENE merupnkap
E:.Inksgnun dan  kebijakan Kepala  Kelurahoy yang qnun}-uﬂul
Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan sepanjang gidak bertentangan
denpan REPEntinemn umim mamen Peraturan I’:rurﬂnng-m:dnnga f;

yang dalam melaksanakan tupasnya
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o

e Tembazn  Kemasenrakann Keluraban adelah Lembapn vang dibestek a1as Pk
fssnratkanl Boelura b sehagas mitra keeja Pemerinigh heleruhan gung menampunge dan
melaksanakan organisas masyarakat dibidany pembancunan dnlamn rangka meningkatkan
e ahlerann massyarakal; _

'L Rukun  Tetanpen selanjutnyn disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk  melalyi
mustawarih masyarakat sefempat dalam rangka peloyanan Pemerintah don Kemasvarakatan
vang ditetapkan oleh Kelurahan; _

12 Rukun Wargs sclanjutnya  disingkat RW adalaf lembaga yang dibentuk melalys
misyawarah pengurus RT di wilnysh kerjanya vang citetapkan oleh Kelurahan;

mengindung  unsur-unsur limbal-balik yang bersifat  sukarela antara -wargy :{c[umﬁun
dengan  Pemerimah Kelurahan  wniuk  memenuhi kebutuhan  Kelurnhan yang Dbersifat

tisichontal magpun herkelanjutan dalam Fatgka meninpgkatkan kesejabteraan haik material
Wampun spiriiual

Hai I
PENATAAN LEMBAGA REMARY ARAKATAN KRELURAHAKN
Iaxal 2

(8} Dikeluraban di bennik Lembags Kemasyarakaan Kelurahan sebagai mie kene Kelurahan
dalam aspek Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluas Pembanpunan yang
bertumpa padn nasvarakat, |

t21 Yang dimaksud dungun |Lembagn Kemasyarakatan sebagaimana tersebul pada ayat (1) pasal
ini adatah Lembagn Pemberdayann Masyaraka Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT)
dan Rukun Wargu (R W),

(3} Dmdam Kelurahan hanya dibemuk saiy Lembaga Perberdavaan
(LPMRY Sedanpban Riskun Tetangaa (RT3 dan Rukun Worez /Rw
dengan kebutuhan dyp Mtudsi soslal budaya Melempai;

) Tute corg PERhentaknn, s Orpnnsag), sNATREsvarel kepengurisnn da mnss hhaky
KL inis i cleiimmary e dhedtapkean daksm Kupstrlisan Kepali Dacral

Mosvarakar Kelurahan
1 dapat dibenl LSRR

EAH 11
HEUUJ}[JHAN, FLICIAS, FLINGST, HAK, F:[".'I-’l"al'l..lll'l-l"l.N [3A M
LEMBAGA PEMBERD ATAAN MA SYARAKAT RELLRA AN
IPasal 3

_ Luinbuga Kemasvarakntar swhagaiming thmaksud dnlym pusal 2 berkedulukan selig
MR Pemernintahan Keluralion dalam rangka memingkatkan ketenangan, ketenteraman dun
kescinhicran masyarakat

Piaxal 4

Femhagy embseridayaunn Mlanyirikat Kelurihan mempumyai tugas:
4 Menvusun mencam Pk g Ming partisipai
h, ."-{unggn:mlck_;m swadavi EMong mivong mas urikal;
¢ Melaksinakin Pernbarsuran oo dengan kebutuhy g Yanyg lelah ditetapkan olol PFemeramtah
heslurahan:
A Mlembaniy mealankon TR pelsyvinn kegadla masyarakag yang diberikan olel
I"eamurimak Kelurnlan

= Memelibne kévikimnean Fidip, e kglenanpan dan ketentraman masyamkai
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|
Pusal 5

Lembaga Pemberdayaan Masyarnkat Kelurahan mempunyai fungsi ;
Henampung atuy penvolur nspirass dan samna nfermasi komunikasi warga mur_l.r:._rmku'r;
Sebagar wahana koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanazn pembangunan di Kelurahan,
Menghimpun dan mengperakkan  partisipasi masvarakat dalam pembangunan;
Pemberdavasn macvarakat dan pemantastan potens: Kelurahan untuk pembanpunan dan
reseiahieragn e
¢ Menjembstani  hubungon  antar ANgroln atas warga mosyarakat dengan  Pemeniminh
R forahagt:
Mhianhunin penvelesaine masalah sowinl kemusvarakntuns
M ekoordinir perencinaan dan pelaksanaan pembangunan sccarn Partisipatil dan serpadi
b Merenoanain pempinlion  suniher dova don qtan kelembasann itk L T TR
I"--l\.]ll.l.ll'l.\,||| -

LA g

Msal

Lembagn Pemberikivann Masyarakae Keluralion herhak nrctiksinakan kegintanmya sesnm
engan wiiin lemibagn

Yual ¥

Lembngn Pamberdavaan Masyarakat Kelurahan berkewnyiban:

& Memberitahukan In:l_-l:'-:-mdaa._n Lembapga  Kemasyarakatan Kelurahan kepada Lurah Selempai
dengan dilampirt susunan Pengures, Angpearan Dasar/Angearan Rumah Tangya dan Program
hern serta pelaksanaan kepatan tahenan:

b Mempertah- Lan dan menumbuhkembanpkan persatonn dun Resatuan masyarakat Kelurmban,

BAR IV
SHUSUINAKN OROGANISASI DAN KEPENGLRUSAN
Pasal B

SUSURAN 0 Siaresasi Lembupa Pemberdaaan Masyarakat Keluahan terdiei dari-
d helua sebaga) [y dan P ianEung jawakh;
W Wakil kit sebvapan pembaniin Keiua
v Sekretans sebagal menvelenpear administras -
d. Bendahara Sebagm Penyelengpar administas: Keuangan,
© Anggots Pengurus terhagi dalym seksi-zeks glau hidkang-bidang sesuai dengan kebutihan

Pazal 0

(1) Pengurys Leémbapa Pemberdavaan Masyarakot Kelurahan dibentuk
L. usyawarah olch dan dari MIELOl masyarakal setempan;
(2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakar Kelurahan 1idak dibenarkan dari perangkal

kelirahn

berdusarkan hasil

Pazal 10

r o 2 =1
(HY Pemilihamr Pengurus. Lembaga Pemberdavaan Masyarakal Kelurahon dilakukan sCEari
. ':Iueﬂ_".-ﬂn:lmll Aau pekihiees dala sapay yang diselenpyarakan atag frakarsa masyarakar:
(=1 Fengiirus Lembiags Pemberdavagn Masvarakat Kelurahan dipilih secara demokratis ibniri
ANLeOLE siasvaralil Yang mempival keimewnn, ke 1
L 3 e - remampian dan kepedubion dalam unay:
rembrdayans stk gt

o
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13} Hasif pemiliban pungurus besera mama-nama  susunan pengurus Lﬂj“l_},i':gﬂ Pemberdavann
Masyarakat Kelurahan yang tempilih ditetapkan dan  dimintakan pengesaban kepada
Walitkota melalui Camot

Pasal |1

lasa hhakil pengures Lembagn Pemberdinaan Masyueakat Kelurahan sdalah 3 {1
tabivn teshitung tanpgal pengesaban don dapat dipilih kembali umtuk | {satu) kale masa bhaki
herik i,

sl 2

Penjnbaran tebils lanju wgas dun fanpsi masing-masing Lembaga  Pemberdavuan
Mawsrhot Kelyraban sebagaimana dimaksud dalim Ppsal 4 dans 5 ditesapkan dengan Keputuzan
hpla Daerah,

BAR Y
FUGAS POKOK DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Pasal 13

Di Kelurahan dibentuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sesusi kebutuban
masyarakut yang ditetapknn oleh Kelurahan

azal 14

Rukun Tetanppa {RT) mempy nyal lugas:

i Mumbanty menjatankan thgas pelavanan kepads masyarakal yang menjadi lBnpEung jawal
pemenntah:

Memelihnr kerkunin bidup warga:

¢ Menvuzun rencana dun melaksanokan pembangunan dengan mengembangkan espinsi dan
swadava masyarakar

Pasul |5

Balam melaksanakan tigas Rukun Tetangga (R'T) mem runyar funpsi: f
L Pengkoordinasian ARLAr warga;

b Peluksannan dyfam menjebatani bubiungan antarg SESRmMA  angpota masyarakat denpan
Pemeriniah;

¢ Pengamanin mazalah-masalah kemnsyarnkatan yang dihadapi warga

Pazal 164

UEY Reihons Woarma ¢ jew MEm Manyin fugas:
o Menpsernkkan s Uckiva gotang POYONE dan parteipasi masyarakial di wWilayialinyn;
b Membavts kelanearmn Wepss pokok Lombags "emberdayaan Masyarakar Kelurahan
ddalam bidang pembanguian di Kgluraban
(21 Bk Waran MEMPURYA finsps|
o Penpkoardingsian pelaksanaon lugies Roukun 9 cramuga (RT) d wila].-“ahn}'n.;
h r%.-lnlimlmyun dulam memjembani bubungin antar Rukun Tetangga (R dan antar
masyarakat denpan Pamerintal
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BALE V]
SUSUNAN QORGA NISAS] DAN KEPENGURUSAN RUKLUN TETANGGA (RT)DAN
RUKUN WARGA, (RW)
Pasal 17

Susunan Organisasi Rukun Terangga (RT) dan Rukuen Wa rga {RW) terdiri dari:
Ketua sebapai pemimpin dan penanggung jawab;
Wakil Ketua sebagai pembanty Ketua;
Sekrelaris schayai penyelenggarn administrasi:
Hendabarn sebagai penyelenpoarn administmsi ke uamngan; .
Anguota Pengurus terbagi dalam bidang-bidang sesuaj dengan kebutuhan

noER e

BAL VH
HUBUNGAN KERIA
Pasnl 18

(1} Hubungan lembaga Kemasyarakatan Keluraban dengan Pemerintah Kelurahan dalum
bentuk kerja sama menggerakkan swadaya goteng rovong masyarakat dalam melaksanakan
pembangunan partisipanf dan berkelanjutan:

(2} Hubungan antara Lembaga Pemberdavaan Masynrakat Kelerahan denpan Rukun Trtangga
(RT) dan Rukun Warga (RW) yang ada di Relurahan bersifat konsultatif koordinatif dan
Kena sama yang saling menguntungkan,

{3} Hobungan Lembaga Kemasyarakatan Eelurahan antar Kelurahan bersifa kerja saung dan
saling membanty setelah mendapar persetuiuan dari Kelurahan,

BAR VI I
SUMBER DAMA
Pasal 19

Sumber dang Lembaga hemasynrakatan Kelurafian vniuk
diperaleh dari

Bantuan Pemerintah Kelurahan

Bantuan Pemerintah Kota:

Bantaan Pemerintah Propinsi;

Bantuan Pemerintaly;

Bantuan lain yanp sah dan ridak menyikat

kegiatan pembangunan

oo o

BAL IN
FASILITAS DAN TANGGLUNG JA WAL
Pazal 20

Pemerintah, Pemerintah Propingi dan Pemeriniah Kota mr:ml.’isi]'imi tembuly dan .
hr.:rkn:_mba.ngnu Lembagpa Kemasyarakatan Kelurahan melaly; pemberian pedoman, bimbingun,
relatihan, arahan das SUPervisi

Lembagn hemasyarakain Kelurnhan bertanggung jawah Kepadn masyarakar kelurahan,
' BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 22

Ketentuan menzen pembentukan lembaga Kemasyarakaian i
seiclah bertakunya Peratyran Daerah ini dicabut dan tidak berlaky IIEF.M R Yoy ko
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BADL X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal X3
Peraturan Dacrah ine mulai berlaku sejak tanpgal diundangkan,

Agar supaya setiap orang mengetohuinva memerintahkan penpundangan Peraturan
Daerah in dengan penempatannyva dalam Lembaran Duerah Kota Eedin

Ditetapkan di Kediri
e gl 19 - 9 - oo

Wir;u:\:l,mm KEDIRI,

M p

MASCHUT

I DIUMDANGE v L o AN DAERAS
i) T a S R

TAULMIESEN D i r-'.r_%ﬂﬂn. 7

L Uehly Dvestyny |af]
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PENIELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAI KOTA
NOIMENE 13 TATILN
PENTTANEG
LEMBAGA KEMANY AHAKATAN

Lo DAy

fabwa  dalom  sanpka perngkatin  kelancar
peliksiangn pemboneusin dise i pelavaman kepadn 1
berhasil puns wamanva o wilival Pemeninah Kola
pelaksuman dir ketentian dimaksud dalam Pusal 47
Nomor 64 laban |95y fentung  Pedoman  Umum |

Jipandong perlu membentak Lembagn Kemasyarakaim
Mgl

I PASAL DEMI FaxA 1.

Pasal T sampai dengan Pasal 3 Cukup pelay
sl 21 Hontuk [srtanpeung
sesual dengan Pem
At hebmsaan Kelurg

N
M) 23 ey [l Pt Lukup pelas

L 4"':"lI'I*:'Illnl'lm‘ln|1l'll'|--..-..-.m.,-..q.....f.,
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BERITA ACARA
FEMILIHAN DAN PENYUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASTARAKAT KE[URAHAN
SUKORAME
FEMERINTAH KOTA KEDIRI
MASA BAKTI: 2003-2006

Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2003 telah dilaksanakan
Musyawarah Masyarakat Kelurahan Sukorame Kecanmatan Mojoroto
Kota Kediri yang dilanjutkan dengan Rapat Pengurus Harian LPMEK
pada tanggal 15 Januari Tahun 2003 dengan agenda tunggal
melengkapi susunan pengurus LPMK Kelurahan Sukorame masa
bakti 2003-2006.

Musyawarah tersebut telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Pembubaran atau Pembekuan Pengurus LEMD Kelurahan
Sukorame, karena telah habis masa baktinya pada tanggal 01
November 2001;

<. Pembentukan Lembaga baru dengan nama Lembaga
Femberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan
Sukorame Kota Kedidi masa bakt 2003-2006 dengan jalan
pemilihan yvang dilakukan secara demokratis dan transparan;

3. Pelaksanaan pemilihan pengurus LPMEK dianggap sah karena telah
memenuhi quorum dan dilaksanakan dengan jalan musyawarah
melalui voting (pemungutan suara);

4. Nama-nama pengurus terpilih, tersusun dalam lampiran berita
acara ini;

3. Lembar lampiran yang berisi tentang susunan pengurus LPMK
Kelurahan Sukorame masa bakti 2003-2006 merupakan bagian
vang tak terpisahkan dari berita acara ini:

6. Berita acara ini diusun untuk kepastian hukum dan keabsahan
pemilihan yang selanjutnya digunakan sebagai Pegangan/Dasar
guna mendapatkan Surat Keputusan dari lembaga/pihak yang
berwenang.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
Apabila terdapat kekurangan, kekurangsempumnaan atau kekeliruan
dalam penyususunan Berita Acara ini akan kami tinjau kembali di
kemudian hari,

Dibuat dan ditetapkan di kediri
Pada tanggal 15 Januari 2003
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Lampiran !
QT (12003
Tahun y 200

SUSUNAN PENGURUS/ANGGOTA
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Kelurahan : Sukorame
Kecamatan  © Mojorolo

(LPFMK)

Kot : Kedin

Tahun - 2003-2006

Mg | Mama s g Jabatan dalam LPMK

[, | Sugiono Pembina dan Penanggung Jawab

2. | Drs, Soekarmudji Ketua

3 | Suharsonn, S H. Wakil Kewa

4 Rachmad T. C Sekretars

5. | Ibu Handayvani, SE Bendahara |

6| Iha Meilin Bandahara 1

T. | Drs, H Mardiono Ketun Seksi Agma

5 | Darwis Angiotn

¥ Budi Anggota

IL'II. Bapak | Ketut Kantor Oka retua Scks FReamanan dan Eetentraman
11, | Ruh Angrota

12. | Dian | Anggota

13, | Bapak Supmmaono | Keoa Seksi Pendidikan dan Pencrangan
14. | Yunen | Anggota

13. | Hurato | Anggota

16, | Thu Diah i Ketua Seksi Lingkungan Hidup

17, | Suprapto | Angpoia

18, | Saban j Angpota

19, | Bapak Sockamo ketua Scks Pemb., Percko.. dan Koperasi
20, | Hapak Kismindaro Angpola

21, | Ridwan Angiota

22, | Bapak Soetomo Ketua Seksi Kesehatan dan Kependudukan
23 | Drp. Bambany Anggota

24, | Ths Sarmek ANgEoia

25, | Widodo Ketua Seksi Pemuda, OR dan Kesenian
26, | Micholas Anggota

27, | Wendi | Angpota

28, | Dis. Koesdarminto Ketua Seksi Kesgjahloraan Sosial

29 | Darmadji Angpota

3. | Yumia Anggoda :

31. | Bapak Bambang Ketua Seksi Pembinaon Kessjh. Keluarga
32, | Witarto ANZRoTL

33, | Drs. Agus Angpota
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Kedini, 18 Januani 2003
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PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAN MASYARAKAT KELURAHAN
(LPMEK)
KELURAHAN SUKORAME KECAMATAN MOJOROTO
PEMERINTAN KOTA KEDIRI

ANGGARAN DASARJANGGARAN RUMAH TANGGA
({ AIVART )
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SUKORAME
KECAMATAN MOJOROTO PEMERINTAI KOTA KEDIRI
MASA BAKTI : 2003-2006

L A A L R L T T T T R ERE e NE N RS N LA R LSRR T T R ARl ]

A. DASAR PEMIKIEAN

Sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 22 twahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang NG 25 twhun 1999 tentang Perimbangan
Kewangan antira Pemerintah Pusat dan Pemerintah acrah, maka pemberdayaan
potenst vang ada pada lapis bawah sangat dirasakan mendesuk guna percepatan
proses percepatan pembanguman yang lebih adil dan merata. Dengan pemberdayaan
masyarakal diharspkan mampu menemukan dan menentukan jati diri sebagni pelaky
sckalipus penerima pembangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sehingga diharapkan akan mampuy menggali potensi sumber daya slam dan atay
sumber dayn lain yang dimilikimasyarakat yang kersudian dapat dimanfaatkan
sepenuhnya unluk kemakmuran masyarakat

Namun demikian, untuk mewwjudkan cita-cita diatas maka perlu ada
semucam lembaga vang dapat dijadikan wadah bagi masvarakat pada tingkar
melurahan untuk menyvalurkan aspirasi, merencanakn sekaligus melaksanakan seluruh
alur pembangunan sesuni dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan karaktenstik
masvarakat itu sendiri. Salah satw wadah dari sekian lembaga yang dapat
dimanfaatkan masyarabat Kelurahan tersebut adalah Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan. Lembaga ini diharapkan akan dapat berfungsi sebagai sarana
menumbuh kembangkan semangat berdemokrasi dan scbapai sareng ideal dalam
merekonstruksi pembangunan pada tingkat Kelurahan,

Dengan memanjatkan puji syukur alhamduliltah Kenedirat Allsh SWT,

LPMK Kelurahan Sukorame masa bakti 2003-2006 dapat terbentuk pada tanggal 14
Januan 2003 yang pemilihannya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia
dan transparan dan melalus musvawarah telah disepakati dan dibemtuk Sturkwr dan
susunan penpurus LPMK Sukorame pada tanggal 18 Januari 7003,
Schagai undak lanjur dari proses pembentukan Pengurus tersebut, Musyawarah
Haran LPME mengamanatkan untuk sepers membentuk Anggaran DasarAnpgaran
Rumgh Tangga sebogsi pijakan/pedoman dalam menjalanksn roda orpanisas:
kedepan,

B. TUJUAN

Secara umum, Penyusunan ADVART ini bertujuan untuk dijadikan scabagar
landasan awal dalam menjalankan fungsi dan tangeungiawabnya schagai pengurus
vong mengabdi kepada kepentingan masyarakat luas diwilayah Kelurahun Sukorame
Kota Kedir,

Secara khusus, penyusynu ARART iy il |URn wmuk;
I. Memberikan arahan ﬂ‘]wl] %»} EIFI ] masiag-masing anggota
pengurus LPME Sukorame; 1 DT BT '
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2. Sebagai kendali dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sehingga ridak terjadi
tumpangtindih  dan  atau  tenadinys  stagnasi  kegistan  yang  sehacusnya
dilaksanakan pengurus LPMEK pada semua tingkatan

C. LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Dasar 1945 pasal & avan (1,

Undang-Undang Nomaor 22 tahun 1999 fentang Pemerintahan Dacrah:

Undang-Undang Nomor 235 tshon 1999 temang Perimbangan  Keuangan

Pemerintah Pusat dan Dacrah;

4. Permturan Pemerintah Momoe 25 Tahen 2000 entang kewenangan Femerintah
dun kewenangan Propinsi sebapa Daersh Otonom;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomaor 49 tahun 2001 tentang Penatain
Lembaga Ketahanan Masvarakat Desa atau Sebutan Lain,

S Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 79 tahun 1599 tentang Pedoman

© Umum Pengaturan Mengenai Kelurhan,

T, Peraturan Daerah Kot Kediri Nomor |1 tahun 2002 wentang Perubahan Status
Diesa Menjadi Kelurahan,

§. Peraturan Decruh Kota Kedin Nomor 13 tahun 2002 wenung  Lembaga
keetuhanan Masvarakal Kelumban

e P —

DL NAMA LEMBAGA

sesun dengan landasan hukwin diatas dan Surat Keputesan Walikota No. 16
thun 2002 wangeal 18 Desember 2002 eatang Petumuk Pelaksanaan Peraluran
Daerah Kota Kedini Mo 13 tahun 2002 temang Lembags Kemasyarakatan Kelurahan,
maka Lembaga vang dimaksud dalum tulsan ini adalah Lembagn Pemberdavaan
Masyaraknt helurahan (LMPK) Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojorots Kota
kedin

E KEDUDUKAN LPMK

1. Lembaga Pemberdayan Masyarakat Kelurahan (LPMEK) Sukorune berada sejajar
dengan Kepala Kelurahan Sukorame;

4. LPMK sebagai mitra kerja Pemenintah Kelurahan dan mzsyarakar di bidang
pembangunan;

4. Fada akhir masa baktinya, pengourus LPME mempertanggungiawabkan seluruh
kegiatan dan kinerjanva kepada INSPEKTORAT WILA YA melalui kepala
Eelumhan

FoTUGAS DAN WEWENANG LPMK

Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif,

Mengperakkan swadava gotong-rovong masvarakat,

Melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutihan yang 1elah ditetapkan oleh
Pemerintah Kelurahan,

Membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat ying diberikan
oleh Pemernintiah Kelurahan

3. Memelihara Kerukuann hidup, menjaga ketenangan dan ketentraman masyarakat

Lid Fod =

Ui FUNGS] LPMK

I. Penampung atau penyalur aspirnss dan sarana informast konmunikasi Warga
masyarakat.

1. Sebapgw wahanan keordinas dalam perencanasn dan pelaksanaan pembangunan
ifi Kelurahan

3 Menghimpen dan mengperakkun partisipasi masyarakat delarn pembanguian,
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1. Pemberdayaan  masyvarnkar  dan pemanfastan  polensr  Kelurmhan  untuk
pembangunan dan kesejahteraan

3. Menjembatani  hubungan antar angpota  atau wargn masyarakat dengan
Pemerintah Kelurahan

B, Membaniu menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan

7. Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif
dan terpadu.

4. Perencanaan penggalian sumberdaya dan atan kelembagaan untuk pembangunan
di Kelurahan,

H. STRUKTUR ORGANISAS] ;

Pembira dan Penanppungiawab adalah Kepala Kelurahan ying boerssfal stuktural;

Pengurus;

I} Ketua

21, Wakil Ketua

3} Sckretans

4). Bendahara (1 dan 11)
3 Seksi-seks

i, Bekxr Apsima

b. Seksi Keamanan, Ketentraman dan K etertiban

€. Seksi Pendidikan dan Pencrangin

d. Seksi Lingkungan Hidup

e. Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi

. Seksi kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berenean
g Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian

h. Seksi Kesejahleran Sosial

L THGAS DAN WEWENANG PENGURUS LPME

Kelua

Status: PFimprnan tertinggi datam strukter kepengurusan LPME

Tugas dan wewenang

. mengkoordinasikan dan mengendalikan jalannva LPME secara umum.

b. menetapkan kepuiusan dan kebijaksanaan umum setelah melalyi proacs
musyrwarah angeota;

€ mengambil keputusan atau  tindakan  yang dipandang  perlu  demi
menyelamatkan nama baik lembaga, Pemenntah Kelurshan dan masyarakat
luas;

d. membina dan mengkoordinasikan par. pengurus LPMEK agar dapat berjalan
dan berfungsi sebagaimana miestinya;

e, melaksanakan tugas-tugas dan program lembaga sebagai pengejawantahan
dari upaya pengemban amanat masyarakat;

£ menjalankan fungsi administratif dan manajemen lembagn secara umum
bersama sekretanis;

& melakukan hubungan dan menciptkan jaringan kerja dengan berbagai pihak
terkait,

b, mempertangpungjawabkan sefuruh keyatan pady akhir masa baktinya

 Wakil Ketua

membantu tugas-tugas ketua, khususnya yang bersifat ke dalam,

mewakih ugas-tugas k=tua dalam segala urusan apabila ketua berhalangan;
menjalankan fungsi administratil sesuai dengan  bidang Masing-masing
hersama sekretaris dan scksi-scksi vang ada dibawahrmyva,

nFEFE
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3, Sek
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Q.

mempertanggungiawalkan  scluruh  kegetan  kepadn  ketua  dan  seluruh
pengurus LIME padi akbar s bakinya

retans

menjalankan fungst manajemen administrasi lembaga bersama-sama ketua:
bertangeungjawab  penuh  dalm  mengatur  dan mengendalikan  kegiatan
administeati{ lembaga;

sbersama-sama  kefua menandatangan)  surat-surat yang dikeluarkan oleh

lembaga;

A menjalankan program-program yang teluh ditetapkan oleh lembaga;

memperianggungjawabkan  seluruh  kegiatan kepada ketua dan pengurus
LPME.

4. Bendahara

%
b
o

5 Sk
8 Sek

melakukan pencatatan dan mengatur sirkulasi keuangan;

melaksanakan program kerya yang ditetapkan oleh lembuagpa,

melaporkan  dan - mempertanggung  jawabkan secara  transparan  setiap
pengeluaran dan pemasukan keuangen kepads ketua dan penpurus LPME,

si-sekst

51 Agama
melaksanakan kepiatan keagamaan dan dakwah dalam rangka meningkatkan
iman dan tagwa kepada Tuhan YME;
Membina dan memupuk semangat persatuan dan kesatuan seta toleransi antar
umat beragama dalam wilayah Kelurahan Sukorame;
Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan program masvorakal yang yvang
berhubungan dengan syi'ar khusustyva dalam rangka amar ma'ruf nahi
munkar;

Melaksanakan program kerja lembaga:

Mempertanggungjawabkan seluruh sktifitas dan kinerja kepada ketus dan
seluruh pengurus LMPE.

b. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Pelaksana kegiatan keamanan, ketentraman dan kztertiban masvarakat;
Membantu pihak lmn dalam menjaga stabililas keamanan dan ketertiban
masyarakal di wilayvah Kelurahan Sukorame;

Merumuskan dan melaksanakan program kerna yang berhubungan dengan
kamiitbmes;

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada ketua dan
pengurus LPME.

¢ Seksi Pendidikan dan Penerangan

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluns kegistan vang berhubungan
dengan program pendidikan dengan berbagai media dan alternatif puna
mengentas  kemiskinan ilmu  pengetabuan  pada  masyarakai Keluranan
Sukorame;

menyusun program kerja dan mencan alternatif sebagi upiva mencerdaskan
mipsyarakat;

melarsanakan program kerja lembaga;

mempertanggung jawabkan seluruh kegistan kepada kews dan pengurus
LPMK

d. Sekst Lingkungan Hidup

akan program  kegiatan vang  berhubungan dengan  program
pemerintah dibidang lingkungan hidup,
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-

melnksanakan kegiatan penyuluban don sosialisasi dibidass lingkungan
hiduag;

melaksanakan program kerja lembaga:

mempentanggung jowabkan scluruh kegatan kepada ketun dan pengurus
LPME.

¢ Seksi Pengbangunan, Pperekonomian dan Korperasi

-

-

bersama ketua, wakil ketua, sekertaris dan pengurus lainnya merencakan,
melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ekenomi
masyarakal serta kegiatan pembangunan varg bersifat fsikdi wilayah
Kelurahan Sukorume,

membantu meningkatkan prakarsa dan ménggerakkan partisipasi masyaraki
dulam bidang pembangunan;

melaksanakan program kerja lembaga;

memperlanggung jawabkan seluruh kegiatan bidangnya kepada ketua dan
pengunus LPMK.

[ Seksi Kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana

meluksanakan peogram  kegiatan vang  berhubungan  dengan PIOgram
pemeriniah dibidang kesehatan, kependudukan dan keluarga bereicana:
melaksanakan kegratan pemyuluban dan  sosialisasi dibidang  kesehatan,
kependudukan dan keluanza berencana;

melaksanakan program kerja lembaga:

mempertanggung jawabkan scluruh kegiatan kepada ketua dan penguies
LPMEK

& Scksi Pemuda, Oloh raga dan Kesenian

penanggung  jawab  penub  dalam  merealisir  selurih kegiatan  vang
berhubungan dengan bidang pemuda, olah raga dan kesenian:

merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan aktivitas
pembinaan pemuda,meningkatkan apresiasi seni dan kegiatan olah ragn di
wilayah Kelurahan Sukorame,

melakukan koordinasi dengan berbagai pihak

melaksanakan program kerja lembaga;

memperianggung jawabkan seluruh kegiatan kepada ketua dan pengurus
LPMEK.

h. Sekse Kesejahleraan sosial

-

penanggung jaweb di dalam mengembangkan kesejahteraan sosial dan budaya
masyarakat Kelurahan Sukorame;

menciptakan jaringen kerja yang bersifal kemitraan dalam menanggulangi
masalah Kesejahteraan sosial;

melaksanakan program kerja lembaga,

mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan kepads ketua dan pengurus
LPMEK.

i. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

melaksanakan program kegistan vang berhubungan dengan peningkatan dan
pengembangan kesejahteraan keluargs,

merencanakon dan melaksanakan kepiatan  penyuluhan dan sosialisasi
dibidang pembinaan kescjahteraan keluargn.

melaksanakan program kerja lembagn:
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- Inempertanggung jawabkan scluruh keglatan kepada ketua dan pengurus
LEME.

Demikian risalah singkat tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga LFME
Sukorame 1m kami susun, Dengan horupan, semoga risaluh singkat ini dapat dijadikan
sebagm pljakan awal dalam mencniukan dan mengayun langkah, mengembangkan
dan melaksanakan setiap kegiatan LPME Sukorame Ke depan. Jika dalam penulisan
risalah in terdapat kekurang sempurnaan ataupu kekeliruan, maka akan kami tinjau
di kemudian hari.
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